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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Isu kesehatan mental masih menjadi hal yang dianggap tabu di Indonesia. Hal 

ini disebabkan oleh masih kurangnya pemahaman atau pengetahuan mengenai kesehatan 

mental sehingga menimbulkan stigma negatif di masyarakat Indonesia, padahal 

kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Menurut World Health 

Organization (WHO), kesehatan mental merupakan keadaan sejahtera dimana individu 

menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan hidup yang normal, dapat 

bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi kepada lingkungannya. 

Adanya stigma mengenai masalah kesehatan mental yang beredar di masyarakat tentu 

menimbulkan masalah lain. Banyak yang menganggap bahwa orang yang mempunyai 

gangguan kesehatan mental adalah orang yang kurang bersyukur, orang yang kurang 

ibadah, dan labelling lain yang bersifat negatif dan akhirnya menimbulkan diskriminasi. 

Diskriminasi ini tentu membuat orang-orang yang mengalami atau mulai merasakan 

gangguan pada kesehatan mentalnya menjadi menutup diri karena takut menerima 

komentar-komentar negatif dari masyarakat. Bahkan, tidak jarang anggota keluarga yang 

belum mengerti tentang kesehatan mental juga memberikan pandangan negatif dan 

menganggap bahwa gangguan kesehatan mental merupakan aib keluarga. Adanya 

diskriminasi ini membuat kondisi pengidap gangguan kesehatan mental semakin buruk 

dan dari sinilah banyak terjadi kesalahan penanganan dalam menghadapi orang dengan 

gangguan kesehatan mental. Menurut American Psychological Association (APA), 

depresi merupakan jenis gangguan mental yang paling banyak terjadi. Depresi dapat 

ditandai dengan adanya rasa tidak bersemangat, adanya perubahan berat badan yang 

drastis, insomnia atau bahkan terlalu banyak tidur, sulit konsentrasi dan mempunyai niat 
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untuk bunuh diri yang timbul berulangkali. Depresi disebabkan oleh banyak faktor, 

seperti terganggunya fungsi otak akibat stres, obat-obatan, genetik, ataupun indikasi 

medis. Depresi juga bisa disebabkan oleh faktor lingkungan seperti karena adanya 

bullying, perceraian orangtua, kekerasan, ataupun masalah keluarga.  

 

Gambar 1 Prevalensi Gangguan Mental Emosional pada Penduduk Umur ≥ 15 

Tahun Menurut Provinsi di Indonesia pada 2013 dan 2018 

 

Sumber: Riset Kesehatan Dasar 2018, Kementerian Kesehatan RI 

 

Dari Riset Kesehatan Dasar 2018, dapat dilihat bahwa di Indonesia, pada tahun 

2013 prevalensi gangguan mental emosional yang dialami masyarakat Indonesia 

sebanyak 6%, kemudian naik menjadi 9,8% pada tahun 2018. Ini membuktikan bahwa 

pengidap gangguan mental di Indonesia bertambah banyak dalam kurun waktu tersebut.  
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Gambar 2 Prevalensi Depresi pada Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Menurut 

Provinsi pada Tahun 2018 

 

Sumber: Riset Kesehatan Dasar 2018, Kementerian Kesehatan RI 

 

Dari Riset Kesehatan Dasar 2018 juga dapat dilihat, pada tahun 2018 terdapat 

91% penderita depresi yang lebih memilih tidak melakukan pengobatan dan hanya 9% 

penderita depresi yang minum obat atau menjalani pengobatan medis. Provinsi dengan 

jumlah penduduk terbanyak yang mengalami depresi adalah Sulawesi Tengah dengan 

12,3% diikuti dengan Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, dan Nusa 

Tenggara Barat. Sementara itu, provinsi Jambi merupakan provinsi yang memiliki 

penduduk yang paling sedikit mengalami depresi di Indonesia. 

Menurut Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, 

Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) adalah orang yang mempunyai masalah 

fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan atau kualitas hidup sehingga 

memiliki risiko mengalami gangguan jiwa. Sementara itu, Orang Dengan Gangguan jiwa 

(ODGJ) merupakan  orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan 

perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan atau perubahan 

perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam 

menjalankan fungsi sebagai manusia. Selain dari pihak internal yaitu keluarga, faktor 
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lain yang membuat kondisi ODGJ semakin buruk adalah kurangnya sumber daya 

manusia, pendanaan maupun fasilitas atau infrastruktur untuk menangani masalah 

kesehatan mental di Indonesia. Salah satu kurangnya fasilitas pendukung tersebut dapat 

dilihat dari persebaran Rumah Sakit Jiwa (RSJ) yang belum merata di Indonesia serta 

cakupan kabupaten/kota yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa masih tergolong 

tidak merata. 

 

Gambar 3 Peta Sebaran Rumah Sakit Jiwa di Indonesia 

Sumber: http://sirs.yankes.kemkes.go.id yang diunduh oleh Pusdatin Kemkes 

 

Gambar tersebut memperlihatkan kondisi RSJ di Indonesia yang penyebarannya 

belum merata. Ada 34 RSJ milik pemerintah, 9 RSJ milik swasta/organisasi 

islam/organisasi sosial/lainnya dan 1 Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO). 

Sebanyak enam provinsi di Indonesia tidak mempunyai RSJ diantaranya adalah 

Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan 

Papua Barat.  

Tenaga kesehatan untuk layanan kesehatan mental juga masih terbatas. Pada 

2019, ada sekitar 987 dokter spesialis kejiwaan (SpKJ) di Indonesia yang bertugas 

melayani sekitar 250 juta masyarakat Indonesia, ini diibaratkan bahwa 1 dokter spesialis 

kejiwaan melayani sekitar 250.000 masyarakat Indonesia. Jadi, dari perbandingan ini 

http://sirs.yankes.kemkes.go.id/
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dapat disimpulkan bahwa tenaga kesehatan masih sangat terbatas untuk pelayanan 

kesehatan mental, 

Faktor-faktor seperti adanya stigma dari keluarga dan masyarakat, kurangnya 

fasilitas dan layanan kesehatan mental, faktor ekonomi, dan faktor-faktor lain membuat 

banyak keluarga memilih pemasungan sebagai cara untuk mengatasi kekhawatiran 

tentang anggota keluarga mereka yang mengalami gangguan mental. Menurut Peraturan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan 

Pemasungan pada Orang dengan Gangguan Jiwa Pasal 1 Ayat 3, pemasungan adalah 

segala bentuk pembatasan gerak ODGJ oleh keluarga atau masyarakat yang 

mengakibatkan hilangnya kebebasan ODGJ, termasuk hilangnya hak atas pelayanan 

kesehatan untuk membantu pemulihan.   

Pemerintah Indonesia sendiri telah melarang praktik pemasungan sejak tahun 

1977. Akan tetapi, praktik pasung terus saja berjalan dengan berbagai alasan. Sama 

seperti penyebab tabunya kesehatan mental di Indonesia, praktik pemasungan 

dilatarbelakangi oleh rendahnya pemahaman masyarakat tentang kesehatan jiwa 

sehingga menimbulkan persepsi lain, dan juga minimnya akses layanan kesehatan jiwa. 

(Husmiati et al., 2018) 

Selain itu, banyak keluarga yang menyebutkan berbagai alasan mengapa 

pemasungan dilakukan, diantaranya kekhawatiran akan anggota rumah tangga (ART) 

yang merupakan korban pemasungan melakukan  kekerasan terhadap dirinya sendiri 

maupun orang lain, mencegah agar ART korban pasung untuk tidak keluyuran, dan juga 

pemikiran bahwa dengan melakukan pemasungan, ART tersebut dapat sembuh sendiri. 

(Yusuf et al., 2017) 
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Gambar 4 Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki ART Gangguan 

Jiwa yang Pernah Dipasung 

 

Sumber: Pusdatin Kemkes dan Riset Kesehatan Dasar 2013 dan 2018 

 

Berdasarkan data pemerintah Indonesia, jumlah ODGJ yang dipasung ataupun 

dikurung dalam ruang tertutup pada 2018 mencapai 12.800 kasus dan dinyatakan 

berkurang dari yang sebelumnya hamper menyentuh 18.800 kasus pasung. Praktik 

pasung sendiri sudah dilarang oleh pemerintah Indonesia sejak 1977, namun masih 

banyaknya kasus pasung di Indonesia membuktikan bahwa stigma kesehatan mental dan 

kurangnya layanan kesehatan mental masih menjadi masalah. (2018) 
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Tabel 1 Jumlah Kasus Pasung di Provinsi Jambi dari tahun 2016-2021 

No. KAB/KOTA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

1. Kota Jambi 0 4 1 2 1 1 9 

2. Muaro Jambi 0 3 0 5 1 1 10 

3. Batanghari 0 3 1 0 1 2 7 

4. Tanjung Jabung Timur 2 5 4 2 0 1 14 

5. Tanjung Jabung Barat 0 3 0 3 1 0 7 

6. Sarolangun 0 8 7 1 0 4 20 

7. Merangin 0 11 3 8 2 1 25 

8. Bungo 1 12 0 6 1 1 21 

9. Tebo 1 7 4 9 6 0 27 

10. Kerinci 3 17 7 7 2 1 37 

11. Kota Sungai Penuh 0 4 4 3 0 0 11 

TOTAL 7 77 31 46 15 12 188 

Sumber: Diolah Penulis dari data RSJD Provinsi Jambi 

Menurut data yang diambil dari Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Provinsi 

Jambi, sejak tahun 2016 sampai 2021 telah ditemukan 188 kasus pasung yang dilaporkan 

kepada RSJD Provinsi Jambi dari berbagai kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Kasus 

pemasungan ini paling banyak terjadi di Kabupaten Kerinci, Tebo, dan juga Merangin 

dan kebanyakan kasus ini berasal dari desa atau pelosok yang mempunyai akses jalan 

yang sulit ditempuh. Alasan pemasungan juga kebanyakan karena faktor ekonomi dan 

stigma tentang gangguan kesehatan mental yang berkembang di masyarakat, bahkan ada 

beberapa korban pasung yang telah dipulangkan kembali dipasung oleh keluarganya. 

Padahal, pemasungan dapat menimbulkan banyak dampak negatif, seperti korban 

pasung akan mengalami trauma, dendam kepada keluarga, merasa dikucilkan, bahkan 

semakin putus asa dan semakin rendah diri sehingga semakin timbul niat untuk bunuh 
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diri. Selain itu, banyak korban yang telah dipasung dalam waktu yang lama mengalami 

pengecilan otot dari pinggul sampai kaki karena lama tidak digunakan. (Lestari et al., 

2014) 

Fenomena pemasungan sebenarnya dapat dicegah dengan berbagai upaya, 

diantaranya seperti sosialisasi dan edukasi mengenai pemasungan, melakukan advokasi 

sosial mengenai pemasungan, dan menjamin penyandang gangguan kesehatan mental 

terdaftar dalam jaminan kesehatan nasional. (2018) 

Indonesia memiliki program Gerakan Indonesia Bebas Pasung yang dimulai 

sejak 2010 dan diterbitkannya UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa 

sebagai bentuk gerakan untuk menekan kasus pemasungan, namun hal ini masih 

membuat adanya kasus pemasungan, hal ini dikarenakan sistem layanan kesehatan jiwa 

yang belum optimal. Padahal Gerakan Indonesia Bebas Pasung ini diyakini akan tercapai 

pada 2019. Gerakan ini akan berhasil apabila kerjasama antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah diperkuat, begitu pula dengan pemenuhan kelengkapan sarana dan 

prasarana kesehatan jiwa dan juga penambahan pelayan kesehatan jiwa seperti dokter 

dan perawat yang mumpuni dalam bidang kesehatan jiwa. Dari adanya gerakan ini, 

Provinsi Jambi juga mengeluarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 48 Tahun 2014 

Tentang Penanggulangan Korban Pasung Psikotik yang diharapkan dapat membantu 

penanganan kasus pemasungan khususnya di Provinsi Jambi. Hal ini juga diperkuat 

dengan adanya Program Jerawat Papa (Jemput, Rawat, Antar, Pantau) Bebas Pasung di 

Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi. Pada program Jerawat Papa ini ditemukan 

beberapa kendala dari internal maupun eksternal. Kendala yang ditemukan antara lain 

adanya keluarga memilih pemasungan kembali (re-pasung) setelah pasien dirawat oleh 

RSJD Provinsi Jambi, adanya keluarga yang tidak mau kontrol ulang karena 

menganggap jika sudah dirawat oleh RSJD Provinsi Jambi maka pasien sudah benar-
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benar sembuh, dan kurangnya sumber daya manusia berupa pelayan kesehatan di RSJD 

Provinsi Jambi. (2014) 

Pihak RSJD Provinsi Jambi menyebutkan bahwa dari 188 kasus pasung yang 

terjadi di Jambi dari tahun 2016-2021, tidak sampai setengahnya mengalami 

pemasungan kembali oleh keluarganya. Jumlah pasti pasien yang mengalami re-pasung 

tidak disebutkan karena pihak RSJD tidak melakukan pendataan mengenai hal ini. Kasus 

re-pasung ini berhubungan dengan keluarga pasien yang tidak melakukan kontrol ulang 

ke RSJD Provinsi Jambi karena banyak keluarga yang menganggap jika sudah pernah 

dirawat di RSJ, maka pasien benar-benar sembuh, padahal penyembuhan untuk 

gangguan kejiwaan membutuhkan proses yang tidak sebentar. Walaupun sudah 

diperbolehkan pulang, pasien harus rutin kontrol ulang dan juga rutin minum obat. 

Kendala berupa jarang kontrol ulang ini juga disebabkan oleh hal lain seperti akses jalan 

yang sulit karena kebanyakan pasien berasal dari desa-desa dan juga terkendala jarak 

yang jauh untuk ke RSJD Provinsi Jambi. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi 

kendala karena dengan jarak yang jauh dan akses jalan yang sulit tersebut tentu membuat 

keluarga pasien juga harus mempersiapkan banyak hal seperti sewa mobil, konsumsi 

selama perjalanan, dan hal lainnya sehingga perlu mempersiapkan dana. Dari banyak 

permasalahan ini, pasien yang jarang untuk kontrol ulang tidak mengalami kemajuan 

dalam kesehatan mentalnya atau bahkan mengalami penurunan seperti sebelum dirawat 

di RSJD Provinsi Jambi sehingga keluarga memutuskan kembali melakukan 

pemasungan. 

Tabel 2 Jumlah Tenaga Medis di RSJD Provinsi Jambi 

NO. JENIS TENAGA MEDIS JUMLAH 

A. 

1. 

DOKTER 

Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa 

 

4 PNS 
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Dokter Spesialis Syaraf 

Dokter Spesialis Radiologi 

Dokter Spesialis Akupuntur 

Dokter Spesialis Penyakit Dalam 

Dokter Spesialis Penyakit Anak 

Dokter Spesialis Rehab Medik 

Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin 

Dokter Umum 

Dokter Gigi 

1 kontrak 

1 kontrak 

1 kontrak 

- 

1 PNS 

1 PNS 

1 PNS 

14 PNS 1 kontrak 

4 PNS 

B. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

PERAWAT 

Sarjana Keperawatan 

D3 Keperawatan 

SPKSJ 

SPK 

D4 Keperawatan 

 

40 

53 

2 

24 

3 

C. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

TENAGA KESEHATAN LAIN 

D4 Kebidanan 

D3 Sanitasi 

D3 Kebidanan 

KPAA 

Refraksionis Optik 

SPAG 

S1 Farmasi 

Apoteker  

S1 Psikolog 

Psikolog Klinis 

 

1 

4 

1 

4 

1 

3 

1 

7 

3 

1 
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11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

S1 Kesehatan Masyarakat 

SMF/SAA 

Ahli Madya Gizi/SPAG 

Ahli Madya Kesehatan Lingkungan/SPPH 

Ahli Madya Fisioterapis 

Ahli Madya Analis Kesehatan (AAK)/SMAK 

Ahli Madya Elektromedis 

D4 Kesehatan Gigi 

Petugas Proteksi Radiasi (PPR) 

SPRG 

Teknisi Akupuntur 

D3 Kesehatan Gigi 

S1 Ners 

D3 Farmasi 

S2 Perawat Jiwa 

14 

8 

3 

4 

4 PNS 1 kontrak 

4 PNS 1 kontrak 

3 PNS 

2 

2 

1 

1 

11 

4 

2 

1 

Sumber:(Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, 2016) 

Dari tabel tersebut dan dari dokumen Rencana Strategis RSJD Provinsi Jambi 

tahun 2016-2021, dappat dilihat bahwa dokter spesialis kedokteran jiwa di RSJD 

Provinsi Jambi hanya berjumlah 4 orang dan psikolog klinis hanya 1 orang, ini berarti 

RSJD Provinsi Jambi masih kekurangan sumber daya manusia di bidang kesehatan jiwa. 

Dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI), sampai tahun 

2019 tercatat bahwa dokter spesialis kesehatan jiwa di Indonesia berjumlah sekitar 1.000 

orang, psikolog klinis berjumlah sekitar 2.500 orang, dan psikiater berjumlah sekitar 

600-800 orang yang harus melayani sekitar 273 juta penduduk Indonesia menurut data 

jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2021. Padahal, WHO menetapkan standar 

jumlah tenaga kesehatan jiwa dengan jumlah penduduk adalah 1:30.000 orang. Untuk 
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Provinsi Jambi sendiri jumlah penduduknya adalah 3,56 juta jiwa pada Juni 2021 dan 

tercatat jumlah psikolog klinis di Provinsi Jambi adalah 29 orang, sementara itu tenaga 

kesehatan jiwa dari RSJD Provinsi Jambi terdiri dari dokter spesialis kesehatan jiwa yang 

berjumlah 4 orang dan psikolog klinis yang berjumlah 1 orang. Ini berarti tenaga 

kesehatan jiwa untuk provinsi Jambi juga sangat kurang.  

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu penanganan 

pemasungan yang belum optimal di Indonesia khususnya di Provinsi Jambi karena 

banyaknya keluarga yang belum sadar akan pentingnya kesehatan jiwa sehingga 

melakukan pasung, adanya pemikiran bahwa gangguan kesehatan jiwa benar-benar 

sembuh setelah dirawat di RSJ, dan adanya faktor ekonomi berupa kesulitan dana dalam 

kegiatan kontrol ulang pasien sehingga menimbulkan re-pasung, maka penulis akan 

mengkaji dan meneliti hal tersebut dengan judul “Pengelolaan Program Jerawat Papa 

(Jemput, Rawat, Antar, Pantau) Bebas Pasung di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi 

Jambi”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah Bagaimana Pengelolaan Program Jerawat Papa (Jemput, Rawat, Antar, Pantau) 

Bebas Pasung di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Program Jerawat Papa 

(Jemput, Rawat, Antar, Pantau) Bebas Pasung di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi 

Jambi. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

perkembangan ilmu administrasi publik dan dapat menjadi referensi bagi 

mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan 

pengelolaan program bebas pasung. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan feedback bagi 

para stakeholder, yaitu instansi ataupun organisasi yang berkaitan langsung 

dengan program Jerawat Papa (Jemput, Rawat, Antar, Pantau) Bebas 

Pasung. 
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